SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa kebutuhan akan perumahan layak huni untuk
meningkatkan - kualitas  lingkungan = permukiman
merupakan salah satu misi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur untuk membangun infrastruktur
dasar masyarakat yang berkualitas dan merata;

bahwa pembangunan rumah layak huni sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu diatur petunjuk teknis
pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Petunjuk  Teknis
Pembangunan Rumah layak Huni;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undarnig-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM,
M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM.
Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan
Lingkungan;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Rumah Sederhana
Sehat;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 330/KPTS/M/2002 tentang Penyelenggaraan
Perumahan Bertumpu pada kelompok;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2006 tentang Pedoman Umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah layak huni adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal
dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi

sederhana.



2. Pembangunan adalah  kegiatan mendirikan bangunan gedung
diselenggarakan melalui tahap:
a. Identifikasi lokasi;
b. Identifikasi calon penerima;
c. Perencanaan Teknis; dan
d. Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para
penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni.

Pasal 3

Petunjuk teknis ini bertujuan terwujudnya rumah layak huni yang memenuhi
persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, effisien
dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras dengan lingkungannya,
dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Lingkup petunjuk teknis ini meliputi :
a. Substansi pedoman teknis;dan
b. Pengaturan penyelenggaraan bangunan rumah layak huni.

BAB III
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Petunjuk Teknis

Pasal 5

(1) Pedoman teknis pembangunan rumah layak huni meliputi:

a. Persyaratan bangunan rumah layak huni yang terdiri dari:
1. Persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
2. Tipe bangunan rumah layak huni;
3. Standar luas.

b. Tahapan pembangunan bangunan rumah layak huni terdiri dari:
1. Tahap persiapan (Identifikasi lokasi, dan identifikasi calon penerima;
2. Tahap perencanaan teknis;
3. Tahap pelaksanaan konstruksi.

c. Pembiayaan pembangunan bangunan rumah layak huni terdiri dari:
1. Umum;
2. Standar harga satuan tertinggi;
3. Komponen biaya pembangunan.



(2) Rincian pembangunan bangunan rumah layak huni sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu
kesatuan pengaturan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan bagi pemerintah kota/kabupaten
dalam pembangunan rumah layak huni dan wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal (2).

Bagian Kedua
Pengaturan Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan
melalui dana APBD Provinsi harus mendapat bantuan tenaga teknis dinas
pekerjaan umum kota/kabupaten setempat.

(2) Untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang biayanya
bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Gubernur ini.

(3) Untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang biayanya
bersumber dari dana swasta/CSR mengikuti ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Gubernur ini.

(4) Dalam hal kabupaten/kota belum mempunyai Peraturan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

(5) Daerah yang telah mempunyai Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, harus
menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan persyaratan pembangunan
rumah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan rumah layak huni,
diperlukan Kketerpaduan antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota, maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan
petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terwujudnya
tertib penyelenggaraan pembangunan rumah layak huni.

(2) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan
rumah layak huni yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3
dikenakan sanksi dan/atau ketentuan pidana sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini wajib dilaksanakan bagi setiap penyelenggara
pembangunan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA HUKUM,

==——H. SUROTO, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 60



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR

BAB

BAB

BAB

I

I

60 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

KRITERIA RUMAH LAYAK HUNI

UMUM
A. Pengertian
1. Bangunan Rumah
2.Pengadaan
3. Pembangunan
4. Instansi Teknis Setempat
B. Asas Pembangunan Bangunan Rumah Layak Huni
. Maksud dan Tujuan
D. Lingkup Materi Petunjuk Teknis

@]

PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
A. Klasifikasi Bangunan RumahLayak Huni
B. Persyaratan Administrasi
1. Status Hak Atas Tanah
2. Dokumen Pembangunan
3. Dokumen Pendaftaran
C. Persyaratan Teknis
1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Persyaratan Bahan Bangunan
3. Persyaratan Struktur Bangunan
4. Persyaratan Utilitas Bangunan

TAHAPAN PEMBANGUNAN
A. Persiapan
1. Identifikasi Lokasi

2. Identifikasi Calon Penerima

B. Perencanaan Teknis Konstruksi

C. Pelaksanaan Konstruksi



BAB

IV PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

A. Umum

B. Standar Harga Satuan Tertinggi

C. Komponen Biaya Pembangunan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

BAB

I

UMUM

A. Pengertian

1.

Bangunan Rumah

Yang dimaksud dengan bangunan rumah adalah wujud fisik
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan
kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/
atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan sebagai hunian atau
tempat tinggal.

Pengadaan

Yang dimaksud dengan pengadaan rumah layak huni adalah
kegiatan pengadaan bangunan rumah layak huni di
Kota/Kabupaten yang diperuntukkan bagi masyarakat
kurang mampu. Dalam hal pengadaan rumah layak huni,
sifat kegiatan adalah imbal swadaya, sumber dana
pelaksanaan konstruksi dapat berasal dari dana APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, maupun dana swasta
dalam bentuk Coorporate Social Responsibility (CSR), yang
dalam pelaksanaannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Pembangunan

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah kegiatan
mendirikan bangunan rumah layak huni yang
diselenggarakan melalui tahap penetuan lokasi, penentuan
calon penerima, tahap persiapan, perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Dalam

pelaksanaan konstruksi bila memungkinkan pelaksana wajib



melibatkan masyarakat setempat sehingga unsur gotong

royong yang merupakan budaya kearifan lokal dapat

dipelihara.

Instansi Teknis Setempat

Yang dimaksud Instansi Teknis Setempat adalah :

a. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang
bertanggung jawab dalam hal pembinaan bangunan
untuk wilayah provinsi.

b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Kabupaten/Kota
yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan
bangunan untuk wilayah Kabupaten/Kota.

B. Asas Pembangunan Rumah Layak Huni :

1.

Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta
keserasian/keselarasan bangunan dengan lingkungannya.
Hemat, efektif, dan efisten, memenuhi kebutuhan dan
ketentuan teknis yang disyaratkan.

Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri, dengan muatan lokal dan mengakomodir
budaya/kearifan daerah setempat.

Semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat dan

memelihara budaya kearifan lokal.

C. Maksud dan Tujuan

1.

Petunjuk ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi para

penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan

pembangunan rumah layak huni.

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini agar :

a. Pembangunan rumah layak huni dilaksanakanan sesuai
fungsinya, @ memenuhi  persyaratan  keselematan,

kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta efisiensi

dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras

dengan lingkungannya.



b. Penyelenggaran pembangunan rumah layak huni dapat

berjalan dengan tertib, dan mengurangi angka

kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Lingkup materi petunjuk Teknis :

Lingkup materi petunjuk teknis pembangunan rumah layak huni
adalah sebagai berikut :

1. BABI

2. BAB1I

3. BABIII

4. BABIV

5. BABV

Umum, memberikan gambaran umum yang
meliputi pengertian, asas bangunan rumah layak
huni, maksud dan tujuan, serta lingkup materi
pedoman.

Persyaratan rumah layak huni, meliputi
ketentuan tentang klasifikasi rumah layak huni,
standar luas bangunan, persyaratan administratif
dan persyaratan teknis rumah layak huni.
Tahapan pembangunan rumah layak huni,
meliputi ketentuan tentang persiapan,
perencanaan dan pelaksanaan.

Pembiayaan pembangunan rumah layak huni,
meliputi ketentuan pembiayaan melalui APBD I,
APBD II, dan CSR.

Pembinaan dan pengawasan teknis.

BAB II PERSYARATAN RUMAH LAYAK HUNI
A. Klasifikasi Rumah Layak Huni meliputi :
1. Rumah layak huni dengan material batako

Rumah layak huni dengan material batako adalah, rumah

tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan

teknologi

sederhana, sebagian besar material yang

digunakan adalah beton, memenuhi unsur-unsur

persyaratan kesehatan yang meliputi :

- Pencahayaan

- Penghawaan



- Sanitasi

- Penggunaan bahan bangunan gedung

2. Rumabh layak huni dengan material kayu

Rumah layak huni dengan material kayu adalah, rumah
tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan
teknologi sederhana, sebagian besar material yang
digunakan adalah kayu, memenuhi unsur-unsur
persyaratan kesehatan yang meliputi :

- Pencahayaan

- Penghawaan

- Sanitasi

- Penggunaan

Standar Luas Bangunan

Standar luas bangunan untuk rumah layak huni adalah rumah

type 36 dengan pembagian fungsi ruang sebagai berikut :

-

Ruang tidur
Ruang keluarga
WC/Kamar Mandi
Dapur

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif untuk rumah layak huni meliputi :

Peruntukan Lokasi : Setiap bangunan gedung Negara harus
diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang
diatur dalam RTBL Kabupaten/Kota dan/atau RTBL yang
bersangkutan.

Koefisien Lantai Bangunan: Ketentuan besarnya lantai
bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan
daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi
yang bersangkutan.

Koefisien Dasar Hijau : Perbandingan antara luas area hijau
dengan luas persil bangunan gedung Negara, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat
tentang bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan

mempertimbangkan:



1. Daerah resapan air

2. Ruang terbuka hijau kabupaten/kota

Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang dari
40 % harus mempunyai KDH minimum sebesar 15 %. Untuk
Rumah Layak Huni KDB disesuaikan dengan kondisi lahan
tempat rumah tersebut dibangun.

- Garis Sempadan Bangunan: Ketentuan besarnya garis
sempadan, baik garis sempadan bangunan maupun garis
sempadan pagar harus mengikuti ketentuan yang diatur
dalam RTBL peraturan daerah tentang bangunan gedung,
atau peraturan daerah tentang garis sempadan bangunan
untuk lokasi yang bersangkutan.

- Ketinggian Langit-Langit : Ketinggian langit-langit bangunan
Rumah Layak Huni adalah 2,80 meter dihitung dari
permukaan lantai.

- Wujud arsitektur: Wuyjud arsitektur bangunan gedung
Negara harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya

2. Indah namun tidak berlebihan

3. Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam
pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya

4. Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam
menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa

5. Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik
dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.

Seluruh persyaratan administratif berdasarkan pertimbangan

keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan serta ketentuan

dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan atau
rencana tata ruang wilayah  kabupaten/kota yang

bersangkutan.



BAB 1III

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis untuk rumah layak huni meliputi:

- Persyaratan bahan bangunan: Bahan penutup lantai, bahan
dinding, bahan langit-langit, bahan penutup atap, bahan
kosen dan daun pintu/jendela, bahan struktur.

- Persyaratan struktur bangunan: Struktur pondasi, Struktur
lantai, Struktur Kolom, Struktur Atap.

- Persyaratan utilitas bangunan: Air minum, pembuangan air
kotor, pembuangan limbah, pembuangan sampah, saluran
air hujan, penerangan dan pencahayaan, penghawaan dan
pengkondisian udara.

Untuk penggunaan material disesuaikan dengan :

- Ketersediaan material di lokasi

- Pagu anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah
kabupaten/Kota setempat.

Dalam penggunaan material sedapat mungkin menggunakan

material lokal.

TAHAPAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Tahapan pembangunan rumah layak huni meliputi :

A.
B.
C.

Persiapan
Perencanaan Konstruksi

Pelaksanaan

Persiapan

Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan

merupakan tahap awal dari proses penyelenggaraan

pembangunan rumah layak huni.

Tahapan dari persiapan adalah :

1. Identifikasi Lokasi
Identifikasi lokasi penerima program dilaksanakan oelh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Identifikasi
Lokasi dilaksanakan oleh tim teknis dari instansi yang
ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang bekerja berdasarkan



SK Bupati/Walikota, hasil akhir dari identifikasi lokasi
adalah munculnya lokasi prioritas yang perlu ditangani,
pola penanganan lokasi serta penyusunan kebutuhan biaya
pembangunan.
2. Seleksi Calon Penerima Bantuan

Seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh tin
teknis dari instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
Walikota yang bekerja berdasarkan SK Bupati/Walikota,
hasil akhir dari kegiatan adalah munculnya daftar calon
penerima yang yang disahkan oleh Bupati/Walikota, untuk
kegiatan seleksi dapat melibatkan masyarakat yang
tergabung dalam LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)
di Kelurahan/Desa.

Tahapan identifikasi meliputi :

- Menyusun daftar calon lokasi penerima program rumah
layak huni, calon lokasi penerima program rumah layak
huni disusun perkelurahan dengan system zoning
(dikelompokkan  setiap  RT) berdasarkan  tingkat
kekumuhan.

- Dalam seleksi calon penerima bantuan, data dan informasi
yang dikumpulkan meliputi :

e Data identitas calon penerima (copy KTP, KK)

e Data kepemilikan lahan dan foto rumah calon
penerima, yang disertai Surat Keterangan Kepemilikan
Lahan.

e Titik koordinat lokasi rumah (GPS).

e Surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan
lain yang mendukung, disahkan oleh pihak Kelurahan

dan Kecamatan.

B. Persiapan Kegiatan
Setelah identifikasi lokasi, dan daftar calon penerima bantuan

ditetapkan tahap persiapan kegiatan merupakan kegiatan yang



dilaksanakan setelah program dan pembiayaan tahunan yang

diajukan telah disetujui atau rencana kerja anggaran SKPD

telah diterima oleh pengguna anggaran.

Tahap persiapan kegiatan dilakukan oleh pengguna anggaran,

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kuasa pengguna

anggaran, berdasarkan program dan pembiayaan yang telah

disusun sebelumnya.

Pelaksanaan Konstruksi

1.

Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan

mendirikan bangunan rumah layak huni, baik yang

didirikan pada lahan kosong, maupun dengan

membongkar rumah yang lama, dilakukan dengan

menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen

pelelangan yang telah disusun, serta ketentuan teknis

(pedoman dan standar teknis)yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan

dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Dokumen keluaran akhir yang harus dihasilkan pada

pelaksanaan konstruksi, meliputi :

a. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as
built drawing)

b. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan
pengawasan, beserta segala perubahan addendumnya.

c. Laporan harian, mingguan, bulanan, selama masa
pelaksanaan konstruksi fisik.

d. Berita acara serah terima pekerjaan.

Foto-foto dokumentasi pekerjaan.



10

BAB IV PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
A. Umum
Pembiayaan pembangunan rumah layak huni dituangkan dalam
DPA-SKPD yang dimasukkan dalam program Fasilitasi dan
Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
tidak menghitung adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal ini
mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Barang, Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.
B. Standar Harga Satuan Tetinggi
Pembuatan Standar Harga Satuan Tetinggi pembangunan
Rumah Layak Huni mengacu pada HSPK yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota setempat.
C. Komponen Biaya Pembangunan
Anggaran biaya pembangunan rumah layak huni tersedia dalam
Dokumen Pembiayaan yang berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran) SKPD, atau dokumen pembiayaan lainnya. Yang
terdiri atas komponen :
- Biaya konstruksi fisik.
- Biaya pengawasan
- Biaya konstruksi fisik
Untuk konstruksi bangunan yang menggunakan material
lokal (kayu, batu, dli).
Biaya konstruksi fisik disesuaikan ketentuan yang berlaku.
Jenis dan junlah ruang bangunan rumah layak huni :
- Ruang tamu
-  Ruang Makan
- Ruang tidur
- Kamar mandi/WC

- Dapur
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Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan
beberapa fungi dalam satu ruang. Misalnya fungsi ruang duduk
dan ruang makan.

Biaya pengawasan

Biaya pengawasan pembangunan rumah layak huni adalah

biaya maksimum yang dapat digunakan untuk mebiayai

pengawasan kegiatan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia
jasa pengawasan secara kontraktor dari hasil seleksi lelang.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut :

a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen
kegiatan pengawasan yang bersangkutan.

b. Biaya pengawasan dihitung secara orang bulan dan biaya
langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing
rate.

c. Pembangunan biaya pengawasan dapat dibayarkan secara
bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada
pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di
lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban

pengawasan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

1.

Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan rumah layak
huni dilaksanakan oleh SKPD teknis dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kepada Kuasa Pengguna Anggaran,
dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembinaan Teknis dilaksanakan melalui bimbingan teknis,
Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pedoman/petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh Manteri Pekerjaan Umum.
Pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan
pengawasan terhadap penerapan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Perturan Gubernur dengan tujuajn agar
program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan

secara tertib, effisien, serasi, dan selaras dengan lingkungan.
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Petunjuk teknis ini merupakan salah satu dasar hukum dalam

pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

<
H. SUROTO, SH

PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19620527 198503 1 006




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Tengkawang No. 1 Telp. ( 0541 ) 274489, Fax. (0541) 274489 Samarinda

OWNER ESTIMATE (OE)

KEGIATAN FASILITASI & STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU

Paket Pekerjaan :

PEMBANGUNAN PERUMAHAN LAYAK HUNI

Lokasi Pekerjaan :

Jumlah Unit :

... UNIT

Sumber Dana :

APBD PROVINS!I KALIMANTAN TIMUR

Tahun Anggaran :

2014




LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK
HUNI
: SPESIFIKASI RUMAH LAYAK HUNI
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Kegiatan : FASILITASI DAN STIMULAS! PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT
KURANG MAMPU
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
Lokasi U
Sumber Dana : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun Anggaran : 2014
Jumiah Unit . 20 UNIT
Type Rumah - BATAKO
No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga
1 2 3
| PEKERJAAN PENDAHULUAN -
il | PEKERJAAN TANAH -
Il | PEKERJAAN PONDASI -
IV | PEKERJAAN STRUKTUR -
V | PEKERJAAN DINDING -
VI | PEKERJAAN PLAFOND -
Vil | PEKERJAAN LANTAI -
VIil | PEKERJAAN ATAP -
IX | PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU -
X | PEKERJAAN CAT -
Xl | PEKERJAAN SANITASI -
Xl | PEKERJAAN LISTRIK -
A | REAL COST UNTUK 1 UNIT RUMAH -
B | REAL COST UNTUK 20 UNIT RUMAH -
C | DIBULATKAN -
TERBILANG :
Samarinda,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. H. Supeno. M,Si, MT.
NIP. 19590110 198908 1 001




Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

. APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

: FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
: PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Tahun Anggaran . 2014
Jumiah Unit © ... UNIT
Type Rumah . BATAKO
No Uraian pekerjaan Satuan; Volume | Harga Satuan | Jumiah Harga
1 2 3 4 5 6
| PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pembersihan Lokasi Bh 1.00 - -
2 Pas. Bouplank & Pematokan Bh 1.00 - -
3 Papan ldentitas Bh 1.00 - -
TOTAL -
] PEKERJAAN TANAH
Galian tanah untuk pondasi m? 4.92 - -
Urugan tanah dalam bangunan m? 7.20 - -
Urugan pasir bawah Lantai m? 1.80 - -
TOTAL -
iti PEKERJAAN PONDASI
Pancang Uiin 8/8 - 1 m + Kalang sunduk Ttk 13.00 - -
Pondasi Bataco Rollag m? 0.27 - -
3 Pondasi Pasangan Batu Gunung m? 2.71 - -
TOTAL -
v PEKERJAAN STRUKTUR
1 Sloof 8/10 m? 0.24 - -
2 Beton kolom 8/8 m? 025 - -
3 Beton ringbalk 8/8 m?® 0.19 - -
4 Rangka beton Gewel 8/8 m? 0.11 - -
TOTAL -
Vv PEKERJAAN DINDING
1 Pasangan dinding bataco 1 : 4 m? 83.18 - ~
2 Pasangan gewel bataco 1 : 4 m? 12.00 - -
3 Pembuatan dan Perapian Lubang Angin Bh 7.00 - -
4 Plesteran 1 4 + Acian m? 166.36 - -
TOTAL -
Vi PEKERJAAN PLAFOND
1 Rangka Piafond (60 X 60) cm Kayu Meranti m? 36.00 - -
1 Plafond Calsiumsiticat, T= 3,5 mm m? 36.00 - -
Vit PEKERJAAN LANTAI
1 Pasang Lantai Keramik m? 36.00 - -
2 Rabat/Lantai1:3:5 m? 1.80 - -

TOTAL




No Uraian pekerjaan Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumiah Harga
1 2 3 4 5 6
Vi PEKERJAAN ATAP
1 Rangka Atap Baja Ringan m? 56.42 - -
2 Listplank 1/18 m' 30.12 - -
3 Atap Soka m? 56.42 - -
4 Bubungan Seng Soka m? 7.00 - -
TOTAL -
Vil PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN
JENDELA ATAU PINTU
1 Kusen 5/10 kayu meranti (3 JENDELA + 4 PINTU) m? 0.17 - -
2 Daun jendela + kaca polos 5 mm Bh 3.00 - -
3 Daun Pintu Panel Meranti bh 2.00 - -
4 Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC + Asesoris Bh 1.00 - -
5 Kunei pintu 2x putar Bh 2.00 - -
6 Engsel pintu Bh 4.00 - -
7 Grendle jendela Bh 3.00 - -
8 Engsel jendela Bh 6.00 - -
9 Kait Angin Jendela Bh 3.00 - -
TOTAL -
IX PEKERJAAN CAT
1 Cat Minyak, Kusen dan Daun Pintu, m? 081 N R
Jendela (setara Altek )
2 Cat Minyak Listplank (setara Altek ) m? 5.99 - -
3 Cat dinding ( setara paragon ) m? 94.75 - -
TOTAL -
X PEKERJAAN SANITAS!
1 Klosed Jongkok porselin Bh 1.00 - -
2 Septictank + Accesoris Bh 1.00 - -
3 Floor Drain Bh 1.00 - -
4 Tempat Air 50 Liter Bh 1.00 - -
TOTAL -
Xi PEKERJAAN LISTRIK
1 Pemasangan Pipa Listrik1/2" Ttk 7.00 - -
TOTAL -




DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kegiatan MASYARAKAT KURANG MAMPU
Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
Lokasi L e
Sumber Dana . APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun Anggaran : 2014
Jumlah Unit o ... UNIT
Type Rumah . BATAKO
HARGA
No. URAIAN SATUAN SATUAN (Rp)
1 2 _ 3 4
A UPAH TENAGA
1 Pekerja Hari
2 Mandor Hari
3 Tukang Hari
4 Kepala Tukang Hari
B HARGA BAHAN
1 Tanah urug m?
2 Pasir pasang m?3
3 Pasir urug m?
4 Batu Gunung m?®
5 Kerikil m3
6 Balok Meranti Ukuran sesuai di pasaran m?
7 Papan Meranti ukuran sesauai dipasaran m?
8 Kayu meranti ukuran sesuai di pasaran m?
9 Papan Meranti untuk bekesting m?
10 Balok Ulin ukuran sesuai di pasaran m?®
11 Papan Ulin ukuran sesuai di pasaran m?
15 Compound Kg
16 Kassa/Takstile Tape m'
17 Plywood 6 mm Lbr
18 Plywood 3.6 mm Lbr
19 Bataco Bh
20 Besi beton Kg
21 Kawat bendrat Kg
22 Paku 2- 5" Kg
23 Seng Soka Lbr
24 Seng Plat BJLS 20 m'
25 Paku Seng Kg







